
WALIKOTA BITUNG 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN DAERAH 
KOTABITUNG 

NOMOR 1 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BITUNG 

Menimbang: a. bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (!) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubab dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; • b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2014; 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingka· 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
52, Tambahan Lembaran Negara Republi 
Nomor 3421); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Neg 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahs 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunru 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo 
3988); 

6. Url.dang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ter 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lemt 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4. 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenter 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repu 
Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor l Tahun 20( 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negru 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 201 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaw, 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
N6mor 66, Trunbahan Lembaran Negar 
Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten 
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lemb, 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20: 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negars 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebags 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 '. 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentanj 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2( 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undan 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indor 
2008 Nomor 5657); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20( 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaha 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tei 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Neg, 



Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ten tang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20ci5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
sebagaimana telah diubah kedua ka1i dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pehgelolaan 
Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

24. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2); 

25. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 
2013 Nomor 31); 

26. ·Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota 
Bitung Tahun 2014 Nomor 10); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG 
Dan 

W ALIKOTA BlTUNG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

Pasal 1 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APED berupa Laporan 
Keuangan memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; dan 
d. -Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut: 

a. Pendapatan 
b. Belanja 

Surplus/(defisit) 

Rp. 745.132.180.691,00 
Rp. 716.727.700.397,00 
Rp. 28.404.480.294,00 

c. Pembiayaan 
1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

Rp. 62.010.140.263,80 
Rp. 3.250.000.000,00 
Rp. 58. 760.140.263,80 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 sebagai berikut : 

15.665.435.850,00 

729.466.744.841,00 
745.132.180.691,00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah 
Rp. 15.665.435.850,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran pendapatan setelah 

Perubahan 
2. Realisasi 

Selisih lebih/(kurang) 
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788.173.213.904,80 
716.727.700.397.00 
(71.445.513.507 ,80) Rp. 

Rp. 
Rp. 

b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah 
Rp. (71.445.513.507,80) dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran belanja setelah 

perubahan 
2. Realisasi 

Selisih lebih/(kurang) 

87.110.949.357,80 

(58.706.469.063,80) 
28.404.480.294.00 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah 
Rp. 87.110.949.357,80 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Surplus/defisit setelah 

perubahan 
2. Realisasi 

Selisih lebih/(kurang) 

53.671.200.00 

61.956.469.063.80 
62.010.140.263.80 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan 
sejumlah Rp. 53.671.200,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran penerimaan 

pembiayaan 
2. Realisasi 

Selisih lebih/(kurang) 

0,00 

3.250.000.000,00 
3.250.000.000,00 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan 
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 
1. Anggaran pengeluaran 

pembiayaan 
2. Realisasi 

Selisih lebih/(kurang) 

53.671.200,00 

58.706.469.063,80 
58. 760.140.263,80 

Rp. 

Rp. 
Rp . 

f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto 
sejumlah Rp. 53.671.200,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran pembiayaan 

netto 
2. Realisasi 

. Selisih lebih/(kurang) 

Pasal 4 

Rp.1.400.595.954.242,96 
Rp. 1.103.709.706,20 
Rp.1.399 .492 .244.536,76 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 
Desember 2014 sebagai berikut: 
a. .Jumlab Aset 
b. Jumlah Kewajiban 
c. Jumlah Ekuitas Dana 

1 huruf b per 31 

Pasal 5 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 
c untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 sebagai 
berikut: 

a. Saldo kas awal di BUD 
per 1 Januari 2014 

b. Arus kas dari aktivitas operasi 
c. Arus kas dari aktivitas investasi 

Rp. 61.883.341.313,00 
Rp. 201.786.795.402,00 
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non keuangan 
d. Arus kas dari aktivitas 

pembiayaan 
e. Arus kas dari aktivitas non 

anggaran 
f. Saldo kas akhir di BUD per 31 

Desember 2014 
g. Kas di Bendahara Penerimaan 
h. Kas di Bendahara Pengeluaran 
i. Sal.do Akhir Kas 

Pasal 6 

Rp.(173.382.315.108,00) 

Rp. (3.076.328.800,00) 

Rp. (600.269,00) 

Rp. 87.166.075.538,00 
Rp. 44.817.000,00 
Rp. 533.050,00 
Rp. 87.211.425.588,00 

Catalan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 
1 .huruf d Tahun Anggaran 2014 roemuat informasi baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 
keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Daerah ini, terdiri dari : 
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran 

Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Organisasi; 

Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daerah menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; 

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

Lampiran 1.5 : Daftar JumJah Pegawai per Golongan dan 
perJabatan Tahun Anggaran 2014 

Lampiran 1.6 : Daftar Piutang Daerah; 
Lampiran I. 7 : Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; 
Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
Lampiran I. 9 : Daftar Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Lainnya; 
Lampiran 1.10: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran berikutnya (DPA-L); 

Lampiran J.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; 
Lampiran 1.12: Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah 

b. Lampiran II : Neraca; 
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c. Lampiran III : Laporan Arus Kas; 
d. Lampiran IV : Catalan Atas Laporan Keuangan. 

Pasal 8 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 
2014 d.iatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 9 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran 
Daerah Kota Bitung. 

-otf���-Bitung 
�·Pada �.,.,\24 Juni 2015 

* W�Bl'TUNG, 

Ill\ 
/ 

NYSONDAKH 

Diundangkan di : Bitung 

Pada tanggal : 24 Juni 2015 

ISON HUMIANG M.Si 
EMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19610804 198603 1 016 

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR I 
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